
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hak Prerogatif 

Prerogatif berasal dari bahasa latin praerogativa (dipilih sebagai yang paling dahulu 

memberi suara), praerogativus (diminta sebagai yang pertama memberi suara), 

praerogare (diminta sebelum meminta yang lain).1 Hak prerogatif terdiri dari dua suku 

kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai 

kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif 

didefinisikan sebagai hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum 

dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.2 Lebih lanjut disebutkan 

dalam KBBI bahwa hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang ada pada 

seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misal memberi tanda jasa, gelar, 

grasi, amnesti.3 

Hal ini merupakan aspek hukum dari hukum Kerajaan. Kata ‘prerogatif’ dalam bahasa 

latin diartikan hak lebih tinggi dalam makna hukumnya. Secara umum, istilah ini berarti 

"hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih 

ada sampai sekarang. Dalam arti yang lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan 

ini dimiliki oleh seorang raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, 

dimana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak 

untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen maupun 

penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar undang-undang, 

suatu raja ("Monarch") dapat membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum 

                                                           
1 Bagir Manan, Kekuasaan Prerogatif, Makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php dilihat pada 

Sabtu, 25 oktober 2014, pkl. 09 .30 WIB. 
3Ibid. 



berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru. Raja 

memiliki kuasa melawan hak inisiatif, yang berarti "hak untuk membuat peraturan" yang 

dimiliki oleh Parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak sanksi atas keputusan Parlemen, 

berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan keputusan Parlemen, dimana 

pelaksanaan suatu undang-undang dapat dibatalkan dengan pemberian veto olehnya.4 

Tugas pokok pemerintah  dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya 

melaksanakan undang-undang.  Untuk itulah  dalam konsep negara hukum modern 

sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut Freises Ermessen, yaitu 

suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam 

berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut. 

Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. Hal inilah dalam bidang 

pemerintahan implikasi freises ermessen ini ditandai dengan adanya hak prerogatif.5 

Dalam Blacks Law Dictionary dan apabila definisi tersebut diterjemahkan secara bebas, 

Prerogatif mengandung makna “sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa 

(previleg) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan 

yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau sehubungan dengan hal-

hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau legislatif. Dalam 

hukum Inggris merupakan sebuah kekuasaan atau kehendak yang memiliki sifat diskresi, 

dan yang tertinggi (di atas) dan tidak terkendali oleh kehendak lain. Dimana dikhususkan 

bagi keunggulan raja (atau ratu) yang lebih dari dan di atas semua orang lain, merupakan 

hak dan martabatnya yang agung. Sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan hak-

hak dan kapasitas yang berdaulat sendiri, bertentangan dengan orang lain.” 

                                                           
 4 http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif dilihat pada Sabtu, 17 maret 2015, pkl. 15.30 WIB. 

 5 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata 

Negara, Universitas Indonesia, 1988, hlm. 83. 
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Definisi tersebut menunjukan bahwa Prerogatif merupakan Hak istimewa bagi 

pemegang kekuasaan untuk menentukan sesuatu tanpa dapat diawasi atau dihilangkan oleh 

orang lain karena kedudukannya yang agung dan berdaulat. Dengan demikian prerogatif 

memiliki kecendrungan untuk disalah gunakan. 

Apabila dilihat dari sudut pandang pranata hukum khususnya hukum tatanegara, 

prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (United Kingdom). Menurut Dicey, 

hak prerogatif secara historis dan sebagai sebuah fakta aktual, tampaknya tidak lain 

hanyalah residu dari kewenangan diskresi yang dimiliki Ratu /Raja.6 Kewenangan diskresi 

Raja tersebut bukanlah berasal dari undang-undang yang dibentuk oleh parlemen, 

melainkan bersumber pada “common law” atau hukum tidak tertulis yang berasal dari 

putusan hakim.7 

Dalam sejarah ketatanegaraan Inggris, kekuasaan (kewenangan) Raja sebenarnya ada 

terlebih dahulu dibandingkan kekuasaan parlemen (Majelis Rendah).8 Pergolakan yang 

terjadi di Inggris waktu itu, sebagai bentuk perlawanan atas kekuasaan mutlak Raja yang 

sewenang-wenang, menimbulkan sebuah Revolusi Tahun 1688, telah memaksa Raja untuk 

menyerahkan sebagian kekuasaannya tersebut kepada Majelis Rendah 

(House of Commons) yang mewakili rakyat. Sisa-sisa (residu) dari kekuasaan Raja 

tersebutlah yang kemudian disebut sebagai hak Prerogatif. 

Menurut Dicey, hak prerogatif ini menjadi nama bagi residu kekuasaan bebas 

yang pada saat kapanpun tetap ada di tangan Raja, apakah kekuasaan tersebut dalam 

kenyataannya dijalankan oleh Raja itu sendiri atau oleh Menteri-Menterinya.9 Karena tidak 

berasal atau tidak ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
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Pengantar Studi Hukum Konstitusi (Bandung: Nusa Media, 2007), hlm. 454. 
7 Bagir Manan, op.cit. 
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parlemen, maka kekuasaan prerogatif mengandung kekuasaan diskresi (discretionary 

power ).10 

Salah satu faktor lain yang dapat dilihat mengapa kekuasaan prerogatif ada dalam 

sistem ketatanegaraan Inggris adalah sistem pemerintahan parlementer yang dianut, 

dimana ada pembedaan yang tegas antara jabatan kepala negara (head of state) dan kepala 

pemerintahan (head of government ).11 Dengan kepala Negara dipegang oleh Raja/Ratu 

Inggris, maka terdapat asas yang dipakai yaitu raja tidak dapat diganggu gugat (the king 

can do no wrong ).12 Asas ini menurut penulis juga memberikan dasar bagi Raja/Ratu 

Inggris untuk diberikan kekuasaan prerogatif, sebuah kekuasaan istimewa yang melekat 

penuh pada diri Raja/Ratu Inggris tanpa dapat diganggu gugat. Untuk itu dapat dipahami, 

dalam ketatanegaran Inggris, kekuasaan prerogatif dipertahankan sebagai sebuah sistem 

bernegara. 

Dicey menyebutkan beberapa hak prerogatif di Inggris, misalnya 

menyatakan perang atau deklarasi damai13 dan membubarkan parlemen. Sementara itu, B

agir Manan mengatakan meskipun tidak dapat dikenali secara enumerative 

kekuasaan prerogatif di Inggris meliputi antara lain:14  

1. kekuasaan mengerahkan tentara untuk suatu peperangan;  

2. kekuasaan membuat perjanjian internasional dan mengadakan hubungan 

internasional;  

3. kekuasaan memberi ampunan. 

                                                           
10Ibid. hlm. 5. 

 11 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Paska Reformasi (Jakarta: Buana Ilmu 

Populer, 2007), hlm. 312. 
12 Ibid. 
13 V.Dicey, Op.Cit., hlm. 455. 
14 Dicey,Op.Cit., hlm 233. 



Sementara itu, John Locke dalam buku Two Treatises of Government mengungkapkan 

prerogatif sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri (diskresi) untuk 

kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum,kadang-kadang bahkan melawan hukum 

itu sendiri (“This power to act according todiscretion for the public good, without the 

prescription of the law and sometimeseven against it, is that which is called prerogative”).15 

Locke beralasan undang-undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya 

permasalahan yang ada. Bahkan mustahil pula meramalkan undang-undang yang dapat 

menyediakan solusi bagi kepentingan publik. Untuk itulah kenberadaan kekuasaan istmewa 

yang disebut dengan Prerogatif ini diperlukan. Lebih lanjut Locke mengatakan Prerogatif tidak 

lain adalah kekuasaan berbuat baik bagi publik tanpa adanya hukum/aturan (Prerogative is 

nothing but the power of doing public good without a rule ).16 Dalam konteks ini Locke 

menganggap Prerogatif sebagai kekuasaan yang positif untuk kebaikan publik. Oleh 

karenanya, prerogatif sangat bergantung kepada kebijakan Raja/pangeran (Wise of princes).17  

Tentunya, menyerahkan prerogatif kepada kebijaksanaan pemegang kekuasaan adalah 

tidak cukup. Sesuai tabiat kekuasaan yang diungkapkan Lord Acton, “power tends to corrupt, 

but absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan cenderung untuk disalah gunakan, tetapi 

kekuasaan yang absolut / tidak terbatas pasti akan disalah gunakan), demikian juga dengan 

masalah prerogatif ini.18 Karena tidak memerlukan suatu dasar Undang-undang bahan 

terkadang bertentangan dengan Undang-undang. Oleh sebagian orang kekuasaan prerogatif 

dipandang sebagai suatu hal yang tidak demokratis dan berbahaya. Le Sueur – Herberg 

sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan menyebut kekuasaan prerogatif sebagai undemocratic 
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16 Ibid., hlm. 178. 
17 Ibid, hlm. 179. 
18 Lihat dalam Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan 

Pemerintah, Bandung, Alumni, 2004, hlm. 142-143. 

http://www.efm.bris.ac.uk/het/locke/government.pdf


and potentially dangerous.19 Untuk mengurangi sifat tidak demokratik dan bahaya-bahaya 

tersebut, maka penggunaan kekuasaan prerogatif dibatasi dengan dialihkan kedalam undang-

undang, kemungkinan diuji melalui peradilan (judicial review), atau kalau akan dilaksanakan 

oleh Raja/Ratu terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan Menteri.20 

Sementara itu, suatu kekuasaan prerogatif yang sudah diatur dalam undang-undang 

tidak disebut sebagai hak prerogatif lagi, melainkan hak yang berdasarkan undang-undang. Hal 

tersebut dikatakan oleh Le Sueur – Herberg, yang dikutip Bagir Manan, bahwa kekuasaan 

prerogatif, “…can be, and frequently are removed and replaced by statutory powers”.21 

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Bagir Manan menyebutkan beberapa karakter 

kekuasaan prerogatif, yaitu:22 

a. sebagai “residual power”; 

b.  merupakan kekuasaan diskresi (freis ermessen, beleid);  

c. tidak ada dalam hukum tertulis;  

d. penggunaan dibatasi;  

e.  akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD. 

Dengan melihat contoh-contoh yang disebutkan dan asas the king can 

do now rong, penulis menambahkan salah satu ciri karakter prerogatif 

melekat pada jabatan kepala negara bukan pada kepala pemerintahan. 

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa pengertian hilang 

(kekuasaan prerogatif) disini bukan selalu materi kekuasaan prerogatif akan sirna.23  
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Berbagai kekuasaan prerogatif tersebut dapat diatur dalam undang-undang atau juga 

Undang-Undang Dasar (UUD). Apabila telah diatur dalam undang-undang atau UUD tidak 

lagi disebut sebagai kekuasaan prerogatif, tetapi sebagai kekuasaan menurut 

atau berdasarkan undang-undang (statutory power) atau kekuasaan menurut atau berdasarkan 

UUD (constitutional power). 

Namun perlu dicatat pula, masih sering dipergunakannya istilah hak prerogatif Presid

en walaupun telah diatur dalam UUD maupun undang-undang, sebagai contoh hak prerogatif 

Presiden dalam mengangkat maupun memberhentikan menteri, membuat penggunaan istilah 

hak prerogatif Presiden tetap dapat digunakan. 

B. Sejarah Hak Prerogatif Presiden 

1. Hak Prerogatif Presiden sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Hak prerogatif adalah hak istimewa yang 

dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara untuk melakukan sesuatu tanpa meminta 

persetujuan lembaga lain. Secara historis, hak prerogatif ini muncul pertama kali di 

Inggris, yang dimiliki oleh raja/ratu, yang tidak termuat dalam peraturan negara, karena 

itu hak tersebut dianggap sebagai hak sisa (residu) dari keseluruhan hak-hak yang telah 

termuat dalam peraturan negara, sehingga hak prerogatif ini biasa disebut sebagai 

residual power. Secara berangsur-angsur kemudian berpindah kepada parlemen sejak 

penandatanganan Magna Charta (1215) sampai dengan pengundangan Statue of 

Westwinter 1931. Di Indonesia hak prerogatif tersebut tidak diatur secara tegas dalam 

konstitusi, namun dalam prakteknya hak prerogatif tersebut seolah-olah dianggap ada 

terutama pada UUD 1945 (sebelum amandemen). Untuk itu berikut ini akan diuraikan 

beberapa pasal yang dapat dianggap sebagai ketentuan yang memberikan hak prerogatif 

kepada Presiden. 

 



2. Hak Prerogatif Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen) 

Pada masa pendudukan Japang di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 April 1945 dibentuk 

suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang mulai bekerja 

pada tanggal 28 Mei 1945 dan telah melakukan sidang dua kali, yaitu dari tanggal 29 Mei 

sampai dengan 1 Juni 1945 dan dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 16 Juni 

1945 Badan Penyelidik menyetujui rancangan UUD untuk negara Indonesia merdeka dan 

pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang dibentuk badan baru yang 

dinamakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan bertugas menentukan 

UUD dan hal-hal lain untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Belum sempat panitia ini 

menjalankan tugasnya, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang telah menyerah dan 

dinyatakan kalah perang oleh sekutu, sehingga tugas dari panitia ini tetap dilanjutkan 

dibawah kendali bangsa Indonesia sendiri yang dipimpin oleh Soekarno dengan menanbah 

anggotanya yang berasal dari perwakilan nasional dari bangsa Indonesia. Termasuk ketua 

dan wakil ketua PPKI menjadi 27 orang yang berasal dari seluruh tanah air dan mewakili 

segala lapisan bangsa Indonesia.24 

 Setelah Proklamasi Kemerdekaan dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka 

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945. Pada tanggal 16 Juli dari 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan beberapa 

perubahan. Perubahan itu dilakukan oleh Panitia Sembilan yang dibentuk dengan 

Ketuanya Bung Karno. 

Dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, 

yaitu: 

                                                           
 24 Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar (Jakarta: Pembangunan, 1981), hlm. 21. 



a. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk 

menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 

Fungsi Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang dimaksud ini adalah 

untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah lebih dahulu tercantum 

dalam undang-undang. Tegasnya PP ini dibuat oleh pihak eksekutif yaitu Presiden. 

Mungkin dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah 

sesuatu hal tidak secara terperinci diatur, sehingga untuk pelaksanaannya harus diatur 

dan diperinci lagi di dalam PP tersebut. Dalam hal ini, instansi pembuat undang-

undang pusat menyerahkan kekuasaan perundang-undangan kepada instansi 

eksekutif untuk mengatur selanjutnya hal yang dimaksud dalam PP sebagai 

pelaksanaan dari undang-undang. 

b. Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

Menurut penjelasan UUD 1945, kekuasaan yang tersebut dalam Pasal 10 UUD 1945 

tersebut termasuk konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. 

Kedudukan Presiden di dalam Pasal ini bukan sebagai Commander in Chief 

melainkan sebagai konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan 

yang dimaksud dengan kekuasaan tersebut di atas adalah bahwa Presiden tidak 

mempunyai wewenang komando atas angkatan perang Indonesia, melainkan 

wewenang menentukan hal-hal yang strategis saja. Lebih lanjut dijelaskan dalam 

Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1997 dinyatakan bahwa: 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam 

negeri. 



(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dalam 

melaksanakan fungsi kepolisian 

 

c. Pasal 11 UUD 1945: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 

Dari ketentuan Pasal 11 UUD 1945 di atas diketahui apakah akan perang ataupun 

damai dengan negara lain, rakyat turut menentukannya lewat perwakilannya di DPR. 

Ini sesuai dengan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, mengingat pula bahwa resiko perang maupun damai 

pada hakikatnya terpikul dipundak rakyat. 

Perang, damai dan membuat perjanjian adalah tindakan yang menyangkut pergaulan 

dan politik nasional. Maka ketiga macam tindakan ini selain berpedoman kepada 

hukum dan politik nasional juga berpedoman kepada hukum internasional dan 

dilakukan oleh Presiden dengan bantuan organ politik luar negeri. 

Mengenai perjanjian dengan negara lain, persetujuan dari DPR biasanya harus 

diperoleh pada waktu akan diadakan pengesahan atau ratifikasi dari suatu perjanjian 

internasional, yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri atau 

seorang Duta Besar dari masing-masing pihak dan suatu negara baru terikat oleh 

suatu perjanjian setelah perjanjian itu diratifikasi. 

d. Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat 

keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang. 

Yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 di atas pada pokoknya adalah bahwa yang 

berwenang menyatakan keadaan bahaya adalah Presiden, yang berarti melalui suatu 

keputusan Presiden. Akibat dari keadaan bahaya yang diumumkan itu diatur dalam 

suatu undang-undang, demikian juga perihal syarat-syarat untuk menyatakan bahaya 



sebelum Presiden menyatakan keadaan bahaya, lebih dulu memperhatikan situasi dan 

memperhatikan pedoman yang mengatur persyaratan keadaan bahaya ataupun 

Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dalam ketentuan Perpu yang pernah 

ada yaitu Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang No.74 

Tahun 1957 (Lembaran Negara N0. 160 Tahun 1957) dan penetapan Keadaan 

Bahaya, maka dikeluarkan Keppres No. 315 Tahun 1959 yang menyatakan seluruh 

wilayah Indonesia dalam keadaan perang dan berlaku mulai tanggal 16 Desember 

1959. Dalam Perpu ini ditentukan tiga macam tingkatan keadaan bahaya dengan 

syarat sebagai berikut: 

1) Keadaan darurat sipil; apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh 

wilayah atau sebagian wilayah Republik Indonesia terancam oleh 

pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga 

dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara secara 

biasa. 

2) Keadaan darurat militer; apabila timbul perang atau dikhawatirkan 

perampasan wilayah RI dengan cara apapun. 

3) Keadaan perang; apabila hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari 

keadaan khusus ternyata ada dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat 

membahayakan kehidupan negara. 

e. Pasal 13 UUD 1945: (1) Presiden mengangkat duta dan konsul; (2) Presiden 

menerima duta negara lain. 

Pengangkatan duta dan konsul oleh Presiden ini berarti bahwa duta dan konsul 

merupakan pegawai negeri istimewa, yang pengangkatannya tidak diserahkan 

kepada seorang menteri. Pengangkatan ini dapat dimengerti oleh karena mereka 



mewakili resmi negara dalam hubungan internasional dengan pemerintah negara 

asing dimana mereka ditempatkan. 

Seluruh tindakan dan kebijaksanaan tentang pengangkatan dan penerimaan wakil-

wakil negara lain adalah termasuk kebijaksanaan mengatur relasi internasional. 

Selain terikat oleh norma-norma hukum nasional juga terikat oleh norma-norma 

hukum internasional. 

Setiap negara berhak mengirimkan wakilnya, tidak berarti wajib mengirimnya. Jadi 

boleh tidak mempergunakan hak itu, jika dipandang tidak perlu. Tetapi setiap negara 

dalam keadaan normal berkewajiban menerima wakil diplomatik dari negara lain dan 

seharusnya mengirim wakilnya pula ke negara yang bersangkutan. 

f. Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. 

Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya 

ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat 

diubah lagi kepada seseorang ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih 

ringan menurut urutan tersebut dalam Pasal 10 KUHP. Grasi diberikan kepada 

seseorang atas permohonan kepada Kepala Negara. Grasi diberikan dalam hal 

kejahatan biasa dan diberikan setelah selesainya penuntutan dan telah dijatuhkan 

hukuman. Jika kepada seseorang telah berikan grasi, kejahatan yang telah 

dilakukannya dan telah dijatuhkan hukuman itu dipandang masih ada, sehingga kalau 

ia mengulang berbuat kejahatan lagi, maka dalam hal ini dipandang ada pengulangan 

sehingga berakibat memberatkan hukuman. 

Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang 

mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan 

secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Dalam hal ini 

kejahatan yang dimaksud seolah-olah dilupakan dan dipandang tidak ada, sehingga 



tidak berakibat hukum apa-apa. Amnesti lahir atas inisiatif Kepala Negara sendiri, 

bukan dimohon. Dalam hal amnesti, andaikata orang yang bersangkutan berbuat jahat 

lagi setelah adanya amnesti, disini kejahatan yang pertama yang diberi amnesti 

dipandang tidak ada lagi, sehingga kejahatan yang berikutnya tidak dipandang 

sebagai pengulangan dan tidak berakibat memberatkan hukuman. 

Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat 

menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hak kejahatan politik seperti amnesti dan 

abolisi diberikan secara massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya 

penuntutan. 

Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada 

kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan 

hakim yang tidak benar. 

g. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda 

kehormatan. 

Pemberian gelar dan tanda jasa ini tidak hanya diberikan kepada warga 

negara Indonesia, melainkan juga kepada pejabat-pejabat dari negara asing yang 

dianggap oleh Indonesia telah berjasa. Pemberian tanda-tanda ini kepada warga 

negara Indonesia ada yang disertai peraturan bahwa si penerima tanda-tanda itu 

mendapat perlakuan istimewa. 

h. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. 

Menteri-menteri ini sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab kepada Presiden 

bukan kepada DPR atau MPR. Presidenlah yang mempertanggungjawabkan segala 

tindakan pemerintah kepada MPR. Menurut sistem Presidensil ini, dengan adanya 

Presiden saja telah ada pemerintahan. 



Kedudukan menteri itu tergantung pada Presiden. Presiden berhak penuh 

mengangkat, memberhentikan, menggantikan menteri dan tidak lagi diperlukan 

adanya badan sebagai formatur yang berhak menyusun komposisi dan personalia 

kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja. 

Menteri-menteri negara adalah pemimpin departemen. Dalam praktek menteri-

menteri inilah yang terutama menjalankan kekuasaan eksekutif. Merekalah yang 

lebih mengerti tentang seluk beluk departemennya dan pada hakikatnya mereka 

berpengaruh pada Presiden dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dalam 

lingkungan departemen masing-masing. 

i. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden 

berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Dalam Pasal ini memberikan hak kepada pemerintah Presiden) untuk membuat 

peraturan darurat. Peraturan darurat yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hak membuat peraturan darurat ini hanya boleh 

digunakan bila ada hal kegentingan yang memaksa. 

Di negara yang aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum yakni di negara hukum 

yang modern, pemerintah sebagai organ eksekutif diikursertakan aktif  bahkan untuk 

menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah tertentu secara tegas dan cepat, 

apalagi dalam keadaan mendesak buat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Jadi 

sebagian daripada kekuasaan legislatif dari DPR dialihkan kepada pemerintah 

sepihak. Untuk pelaksanaannya pemerintah dalam Pasal ini diberikan fungsi legislatif 

yaitu suatu kekuasaan perundang-undangan dalam membuat Perpu. 

Kekuasaan undang-undang atas inisiatif sendiri itu, hanya diberikan kepada 

pemerintah dalam hal adanya keadaan yang memaksa atau mendesak, yaitu 

pemerintah harus bertindak cepat dan tegas yang penyelenggaraannya tidak dapat 



ditunda lagi dan tidak dapat ditunggu lagi tersusunnya suatu undang-undang sebagai 

hasil kompromi antara DPR dan pemerintah. Dalam pembuatan Perpu, memang hak 

inisiatif diberikan sepenuhnya di tangan pemerintah yang diberikan oleh UUD.25 

 Secara umum, istilah ini berarti "hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak 

Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih ada sampai sekarang. Dalam arti yang 

lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang raja yang 

terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, dimana mereka tidak memiliki 

hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak untuk mengadakan, 

membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen maupun penentuan 

lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar undang-undang, seorang 

raja ("Monarch") dapat membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum 

berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru. 

Raja memiliki kuasa melawan hak Insiatif, yang berarti "hak untuk membuat 

peraturan" yang dimiliki oleh Parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak sanksi atas 

keputusan Parlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan 

keputusan Parlemen, dimana pelaksanaan suatu undang-undang dapat dibatalkan 

dengan pemberian veto olehnya. 

Sebagai contoh, seorang Kaisar dalam konstitusi Kerajaan Jerman pada tahun 

1871, memiliki beberapa hak istimewa yang signifikan. Hak istimewanya sangat 

membatasi hak partisipasi dari Badan Perwakilan Rakyat. Di antara hak-hak istimewa dari 

Kaisar Jerman: 

1) Memberi komando kepada tentara; 

2) Keputusan untuk mengadakan perang dan perdamaian; 

                                                           
 25 M. Solly Lubis, Ketatanegaraan RI, Bandung: Mandar Maju, 1993, hlm. 192. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman


3) Menjadi wakil Jerman terhadap luar negeri; 

4) Pelaksanaan kebijakan luar negeri; 

5) Penunjukan Kanselir (atau Perdana Menteri). 

Jerman semakin jauh dari tujuan kedaulatan rakyat. Bahkan aturan parlemen dalam 

monarki konstitusional seperti Inggris, Belanda dan Belgia belum mencapai itu. 

Sebaliknya, para pangeran turut memerintah dengan Kaisar sebagai pemimpin penguasa 

("Presidium") di puncaknya, meskipun ada keterlibatan Parlemen berdaulat. Badan 

perwakilan rakyat hanya memiliki sebagian kecil kekuasaan, dan bukan kepemimpinan 

(Ernst R. Huber). Pemerintah parlemen kekaisaran, yaitu nama gerakan itu,  mengarahkan 

"Reichstag" (Pemerintah fasis Jerman) di tengah-tengah fokus kekuasaan, bertindak pada 

mulanya dengan "Reformasi bulan Oktober" pada tahun 1918. Awalnya kemudian, 

Kanselir bertanggung jawab kepada Reichstag. Dalam bidang kedaulatan rakyat, muncul 

tindakan "Revolusi bulan November", dimana semua pria dan wanita secara umum diberi 

hak pilih yang sama dan rahasia, serta semua hak istimewa kerajaan dihapus. 

3. Hak Prerogatif Presiden Setelah Amandemen UUD 1945. 

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya sejak tahun 1999, bangsa Indonesia 

dapat melakukan perubahan (istilah populernya adalah amandemen) atas UUD 1945. 

Kemajuan besar dalam sistem ketatanegaraan telah dapat dilihat dari hasil perubahan 

tersebut, terutama dengan menguatnya format dan mekanisme checks and balances dan 

pengaturan secara lebih rinci tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Reformasi yang 

terjadi di Indonesia menghendaki adanya perubahan di segala bidang, dan salah satu 

perubahan yang terpenting dalam bidang ketatanegaraan adalah dengan melakukan 

perubahan dalam bidang konstitusi. Oleh karena itu perubahan terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia adalah menjadi 

sebuah keharusan. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kanselir
http://id.wikipedia.org/wiki/1918


Dalam konteks itu, Sri Soemantri mengatakan bahwa amandemen tidak saja memiliki 

arti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tetapi juga 

mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan dalam Undang-

Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya.26 

 Perubahan UUD 1945 meliputi sistem pelembagaan dan hubungan tiga cabang 

kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan 

lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih rinci, 

dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum, pendidikan dan 

kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan) dan 

lain-lain. Pembahasan menyangkut presiden dan wakil presiden mendapat sorotan 

tajam dari para anggota panitia ad hoc III Badan Pekerja (BP MPR). Mulai dari hak-

hak presiden, masa jabatan presiden, sistem pengisian jabatan presiden/wakil presiden, 

sampai dengan masalah pertanggungjawaban presiden merupakan perdebatan yang 

cukup panjang. Jika ditelaah lagi, tidak jelasnya batas kewenangan presiden dalam 

menjalankan fungsinya juga mengakibatkan adanya salah pengertian dalam mengenali 

hak-hak tertentu yang dimiliki oleh presiden berdasarkan UUD 1945, karena adanya 

fungsi presiden sebagai kepala negara27. 

 Hak-hak tersebut sering disalahpahami oleh banyak pihak sebagai hak 

prerogatif presiden, yang berarti hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga 

tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga 

negara yang lain. Dalam hal hak prerogatif, sebenarnya UUD NRI 1945 tidak 

menyebutkan secara eksplisit mengenai hak prerogatif. Akan tetapi, dalam praktiknya 

hal ini dikenal luas dan bahkan menjadi argumentasi utama dalam membenarkan 
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penggunaan hak-hak tertentu oleh Presiden secara mandiri (tanpa adanya mekanisme 

pengawasan dari lembaga lainnya).  

Dalam UUD NRI 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak 

prerogatif Presiden, antara lain yaitu: 

a. Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 

b. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 

dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. 

c. Pasal 13 ayat (2):  

1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat.  

2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR. 

d. Pasal 14:  

1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung.  

2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 

DPR. 

e.  Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang 

diatur dengan undang-undang. 

f. Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 



g. Pasal 23F ayat (1): Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

h. Pasal 24A ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan 

sebagai Hakim Agung oleh Presiden. 

i. Pasal 24B ayat (3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

j. Pasal 24C ayat (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim 

Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang 

oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang 

oleh Presiden. 

 Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur 

dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat 

dilaksanakan sendiri oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan 

dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, hampir 

tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan 

atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana 

diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun itupun dalam prakteknya masih 

sangat terikat dengan partai-partai pendukung atau pihak lain yang telah membuat 

komitmen politik dengan presiden ketika suksesi pemilihan presiden dan wakil presiden 

berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini di dalam UUD NRI 1945 

tidak ada lagi yang benar-benar menjadi hak prerogatif presiden yang dapat dilakukan 

tanpa mendapat persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, terutama Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau lembaga lainnya. 



C. Kekuasaan Presiden 

Kekuasaan presiden dapat dibedakan dua macam, yaitu: kekuasaan yang diperoleh 

secara atributif dan kekuasaan yang diperoleh secara derivatif. Perolehan kekuasaan secara 

atributif menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan 

yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif 

bersifat asli (oorspronkelijk) dan pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan 

adanya kekuasaan baru. Sedangkan kekuasaan secara derivatif disebut pelimpahan kuasa, 

karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif 

(afgeleid). Kekuasaan yang afgeleid adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan 

kepada pihak lain. 

Kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945 juga dimiliki oleh 

Presiden selaku kepala pemerintahan (eksekutif) dan selaku Kepala Negara. Kekuasan 

Presiden yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan secara teoritis hanya dapat 

dilaksanakan oleh Presiden dalam fungsi selaku kepala eksekutif. Ditinjau dari sumber 

formalnya, kekuasaan Presiden dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: kekuasaan 

yang berdasarkan UUD 1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan kekuasaan 

yang berdasarkan undang-undang. Menurut Suwoto Mulyosudarmo untuk menentukan 

kekuasaan yang diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala 

eksekutif, adalah:28 Sifat kekuasaan yang asli, Sumber formal yang utama, untuk jenis 

kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan Undang-undang. 

Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas selaku kepala pemerintahan adalah:  

1. Kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan 

mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang; 
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2. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;  

3. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah; 

4. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 

Pembuat UUD 1945 mengatur secara rinci macam substansi yang harus ditetapkan 

dengan bentuk UU. Substansi yang harus ditetapkan dengan UU, menurut pembuat 

UUD 1945 adalah:29 

a. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; 

b. Menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya dalam bentuk UU; 

c. Menetapkan dan menyusun Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja     Negara yang 

dimintakan persetujuan kepada DPR; 

d. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan undang – undang. 

Kekuasaan atributif  Kepala Negara digunakan untuk kepanjangan kekuasaan  Presiden 

yang diperoleh secara atributif. Kekuasaan yang bersifat atributif Kepala Negara itu 

adalah: 

1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan 

Angkatan Udara; 

2) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Untuk menyatakan negara dalam keadaan 

bahaya, Presiden tidak perlu minta persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Namun syarat 

dan akibat keadaan bahaya harus diatur dengan undang-undang. Ini berarti memerlukan 

persetujuan DPR; 

3) Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari negara lain; 

4) Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi; 

5) Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa pada bangsa   atau 

negara. 
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D. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 

Dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri 

merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah 

Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No  2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan 

teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:   

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas 

kepolisian republik Indonesia; dan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan 

kemampuan polisi Republik Indonesia. 

2. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan 

kepolisian  dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari 

tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat 

paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri 

mempertangungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat 

karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  dengan persetujuan DPR-

RI, yang mana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kapolri. 30 

E. Tugas dan Wewenang 

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik 

agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-

undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta 
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terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara, 

terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional 

dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.31 Momo Kelana 

menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal 

mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan 

dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan 

wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban 

yang diatur di peraturan perundang-undangan.32 Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar 

hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas 

menjaga keamanan dan ketertiban).33  

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian 

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat”. 

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu 

sebagai berikut: 

1. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib tunduk 

pada hukum. 
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2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan 

masyarakat.  

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di 

kalangan masyarakat.  

4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan 

(represif) kepada masyarakat. 

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan 

permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang 

memmbelakangi.34 

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : 

 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakan hukum, dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pasal 14 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

                                                           
 34 Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada,1998), hlm. 32. 



13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: 

 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum 

masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

perundang-undangan; 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa; 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 

h. Menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup 

dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan 

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 

instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkungan tugas kepolisian; serta 



l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.35 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan 

wewenang POLRI adalah: 

“Kami Polisi Indonesia : 

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa  

2. Menjungjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945  

3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan 

untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. 

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi masyarakat, 

bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu: 

a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan; 

b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;  

c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hokum; 

d. Memelihara perasaan tentram dan damai. 

 

                                                           
35 https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/ di unduh jum’at 24 april 

2015 jam 23.30 wib. 

 

https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/

